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A. Kesimpulan

Terkait perjanjian sewa rahim dalam hal orang tua program bayi tabung

penulis memberikan adanya kesimpulan berupa

1. Ibu pengganti dalam halnya sewa rahim di Indonesia tidak memperbolehkan ini
dilakukan, dikarenakan di negara Indonesia sendiri melarang dan tidak
melegalkan adanya kegitan sewa rahim terhadap orang tua program bayi
tabung sampai dengan saat ini. Rahim di sini tidak dapat dikatakan sebagai
benda meskipun memiliki wujud, itu dikarenakan rahim merupakan suatu
bagian yang sudah terintegrasi dalam tubuh manusia khususnya wanita
sekaligus juga merupakan pembarian dari Yang Maha Kuasa yang tidak
didapatkan melalui penguasaan duniawi. Anak yang lahir dari ibu pengganti
akan menimbulkan masalah pada kedudukan orang tua kandungnya terhadap
anak sehingga dapat mengakibatkan rusaknya harkat dan martabat ayah dan ibu
biologis. Anak yang lahir dari orang tua pengganti di Indonesia merupakan
anak sah dari orang tua pengganti tersebut sehingga orang tua pemilik benih
tidak lebih hanya sebatas orang tua biasa. Perjanjian sewa rahim dalam hal bayi
tabung juga tidak dapat disamakan pada perjanjian pada umumnya. Unsur
dalam Pasal 1320 menjadi patokan untuk melakukan perjanjian ini meskipun
syarat subjektif mengenai adanya kata sepakat diantara para pihak yang
mengadakan perjanjian, kecakapan bertindak tiap pihak sudah terpenuhi akan

tetapi terdapat salah satu syarat objektif yang tidak terpenuhi yaitu terkait
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klausula yang halal, makna kata “halal” disini tidak diperbolehkan untuk
bertentangan dengan Undang — Undang, ketertiban umum dan norma
kesusilaan. Hak dan kewajiban yang timbul antara para pihak yang
mengadakan perjanjian sewa rahim juga berbeda dengan hak dan kewajiban
perjanjian pada umumnya maka dari itu perjanjian sewa rahim dikatakan batal
demi hukum dan lebih tepat dikatakan sebagai perjanjian penyewaan rahim

2. Status anak yang lahir dari ibu pengganti jika mengacu pada Undang — Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terutama pada Pasal 42 dijelaskan
bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari ibu pengganti atau ibu yang
melahirkannya. Status anak yang lahir ini tapi harus diperhatikan kembali pada
status ibunya apabila ibu pengganti tersebut sudah terikat perkawinan pada
seorang laki — laki maka anak tersebut merupakan anak sah dari ibu pengganti,
akan tetapi bila ibu pengganti tersebut tidak terikat pada perkawinan maka
anak tersebut merupakan anak luar kawin. Sebagai orang tua genetik pemilik
benih cara yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan pengangkatan anak

terhadap anak yang sudah dilahirkan oleh ibu pengganti tersebut.

B. Saran

Melihat dari apa yang disampaikan penulis di atas, maka penulis juga

memberikan masukan berupa

1. Perjanjian ibu pengganti jika nantinya dibuatkan peraturan secara khusus
atau dengan kata lain sudah akan dilegalkan maka harus dipikirkan

kembali mengingat banyaknya orang yang setuju dan tidak setuju di



49

Indonesia terkhusus praktiknya yang dilakukan secara diam — diam karena
perjanjian sewa rahim sendiri melanggar nilai moral, nilai etika hingga
agama. Sanksi yang diberikan juga harus tegas diberikan bagi siapa saja
yang melanggar.

. Pasangan suami istri yang sulit untuk memiliki keturunan karena indikasi
kesehatan yang kurang baik, Undang — Undang No 17 Tahun 2023
Tentang Kesehatan tentu memperbolehkan melakukan program bayi
tabung, akan tetapi harus berasal dari pasangan suami istri tersebut dan
tidak diperkenankan adanya sewa rahim. Program bayi tabung tidak
memakan biaya yang murah selain itu hanya bisa dilakukan oleh tenaga
medis yang berkompeten di bidangnya serta dilakukan di fasilitas
pelayanan kesehatan tertentu yang sudah diberikan izin. Pasangan suami
istri yang tidak memiliki keturunan bisa memilih alternatif lainnya apabila
program ini terasa berat dengan cara mengadopsi anak atau tetap
menjalankan kehidupan berumah tangga yang damai dan saling

menyayangi.
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